
  

GUBERNUR GORONTALO 

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO 
NOMOR 38 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 9 TAHUN 2020 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR GORONTALO, 

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 56 ayat (1) 

huruf c belanja tidak terduga, yang merupakan pengeluaran 

anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk 

keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya 

serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas 

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, 

bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur 

Gorontalo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan 

Belanja Tidak Terduga sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi 

saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan, 

bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 

Gorontalo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedomaan Pengelolaan 

Belanja Tidak Terduga, 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4060): 

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286), 

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355),
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10. 

LL. 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679): 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828): 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Peraturan Tahun 2006 

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
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Menetapkan 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 

tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk 

Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) 

13. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo 

Tahun 2006 Nomor 03 Seri E), 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 9 TAHUN 2020 

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 9 

Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga 

(Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 09), diubah 

sebagai berikut: 

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 3 

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

meliputi: 

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, 

dan/atau kejadian luar biasa, 

b. bencana akibat pandemi Covid-19: 

c. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan,dan//atau 

d. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu 

kegiatan pelayanan publik. 

(2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

meliputi: 

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar 

masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam 

tahun anggaran berjalan, 

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang 

bersifat wajib, 

Cc. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali 

pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan 

sebelumnya, serta amanat peraturan 

perundangundangan,dan /atau 
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d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah 

daerah dan/atau masyarakat. 

(3) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan belanja yang 

dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan 

oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk 

keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, 

seperti: 

a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran 

kekurangan gaji, tunjangan, dan 

b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran 

telepon, air, listrik dan intenet. 

(4) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya 

kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar 

masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, 

melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban 

pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah 

jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan 

daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) untuk menganggarkan pengembalian atas 

kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat 

tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya. 

(6) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan 

dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan. 

(7) Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan 

sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), 

merupakan pengeluaran untuk kebutuhan akibat risiko 

sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan 

APBD yang apabila ditunda penanganannya akan 

menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu 

dan/atau keluarga yang bersangkutan. 

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni 

Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 4A 

(1) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk 

mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai 

berikut: 
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. kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait 

dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan 

COVID-19, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja 

(RKB) untuk mengantisipasi dan menangani dampak 

penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari kepada 

pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku 

bendahara umum daerah (BUD), 

. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan 

BTT kepada kepala perangkat daerah yang secara 

fungsional terkait antisipasi dan penanganan dampak 

penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari terhitung 

sejak diterimanya RKB, 

. kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait, 

dapat membuka rekening untuk menampung pencairan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf b sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, 

.pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak 

penularan COVID-19 dilakukan dengan mekanisme LS 

atau TU sesuai sistem dan prosedur pengelolaan 

keuangan daerah yang diatur dalam peraturan kepala 

daerah: 

. pencairan sebagaimana dimaksud dalam huruf c 

diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat 

daerah yang mengajukan RKB, 

. penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri 

oleh Bendahara Pengeluaran perangkat daerah yang 

mengajukan RKB, 

. kepala perangkat daerah yang mengajukan RKB, 

bertanggungjawab secara formal dan material terhadap 

belanja antisipasi dan penanganan dampak penularan 

COVID-19 yang dikelolanya, 

.pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi 

dan penanganan dampak penularan  COVID-19, 

disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang 

mengajukan RKB, kepada PPKD dengan melampirkan 

rekapitulasi penggunaan belanja dan surat pernyataan 

tanggung jawab belanja sedangkan bukti pengeluaran 

yang sah dan lengkap tetap berada di SKPD, 

i. berdasarkan rekapitulasi penggunaan belanja, PPKD 

menyusun masing-masing pos laporan keuangan yang 

diungkapkan secara memadai pada CaLK, dan 

j.dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana 

penanganan COVID-19 oleh Perangkat Daerah terkait 

dapat diajukan kembali tanpa menunggu 

pertanggungjawaban RKB sebelumnya selesai. 
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(2) Pengajuan RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a setelah berkoordinasi dengan gugus tugas Pemerintah 

Daerah. 

RKB dimaksud diprioritaskan untuk: 

a. penanganan kesehatan, antara lain: 

1. penyediaan sarana prasarana kesehatan masyarakat, 

antara lain tempat cuci tangan di ruang publik, 

masker, hand sanitizer, vitamin A, vitamin C, vitamin 

D, vitamin E, dan sarung tangan karet dan penyediaan 

sarana prasarana kesehatan lainnya, 

2. penyebarluasan informasi / sosialisasi / promosi 

kesehatan terkait sadar hidup sehat dan penanganan 

pandemi COVID-19, 

3. Peningkatan sistem kewaspadaan dini penanganan 

pandemi COVID-19, 

4. penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain alat 

pelindung diri (APD), kamar isolasi, tempat tidur 

pasien, rapid test kit, ventilator, dan alat uji deteksi 

COVID-19, dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan 

lainnya, 

5. merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial 

(dokter dan tenaga perawat yang baru lulus 

pendidikan atau tenaga kesehatan/medis lainnya) dan 

memberikan pelatihan singkat serta SOP penanganan 

pasien COVID-19, 

6. pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, 

tenaga penyidik (investigator) korban terpapar COVID- 

19, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat 

dalam penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan 

standar harga satuan yang ditetapkan Kepala Daerah, 

7. penyemprotan disinfektan, 

8. penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi 

untuk pasien dalam pengawasan (PDP), 

9. pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang 

berpotensi terjangkit COVID-19, 

10. pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif 

pandemi COVID-19, yang meliputi perlengkapan paska 

wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan 

dan bahan evakuasi lainnya, 

11. penanganan jenazah korban positif pandemi COVID- 

19: dan 

12. penanganan kesehatan lainnya. 
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b. penanganan dampak ekonomi, antara lain: 

3, pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok 

dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan 

menekan dampak panic buying, 

Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha 

kepada pelaku UMKM dan koperasi yang terkena 

dampak ekonomi akibat COVID-19, dan 

3. Penanganan dampak ekonomi lainnya. 

c.penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net, 

antara lain pemberian hibah/bantuan sosial dalam 

bentuk uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah 

secara memadai kepada antara lain: 

1 individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki 

resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor 

informal/harian dan individu/masyarakat lainnya 

yang memiliki resiko sosial akibat terdampak pandemi 

COVID-19, 

fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut 

serta melakukan penanganan pandemi COVID-19, 

dan/atau 

3. instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam 

daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung 

penanganan pandemi COVID-19. 

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

(1) PPKD 
administrasi mencairkan belanja tidak terduga. 

(2) 

(3) 

Pasal 11 

selaku BUD melakukan verifikasi kelengkapan 

Penggunaan dan Peruntukan belanja tidak terduga serta 

besarannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, 

pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), dilakukan melalui mekanisme TU kepada 

Bendahara Pengeluaran SKPD maupun LS kepada pihak 

ketiga yang berhak menerima dana tersebut berdasarkan 

ketentuan yang berlaku. 
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Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Provinsi Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 
pada tanggal 10 Agustus — 2020 

DITANDA TANGANI SECARA 

ELEKTRONIK OLEH : 

RUSLI HABIBIE 
Gubernur Gorontalo 

  

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 10 Agustus 2020 

SEKRETARIS DA PROVINSI GORONTALO, 
Pa Yi : 

DARDA DARABA 
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